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TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

TENTANG RETRIBUSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PACITAN, 

 

Menimbang   :  a.  bahwa sesuai dengan pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) telah ditetapkan jenis 

dan objek Retribusi Daerah yang dapat dipungut. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, di atas, perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah 

tentang Retribusi karena bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan menetapkan 

pencabutannya dalam suatu Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48); 

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 


